
GUBERNUR LAMPUNG

PERATT'RAN GT'BERIYT'R LAilPUIYG
NOMOR6TTAHITI 2O2O

TEI{TAI|G

TATA CARA PEI"AXSAITAAN PEUBINAAIT, PEI{GAWASA.IT, MONITORII|G DAI{
E\IALUASI TERIIADAP PTTTUSUITAIT DAN PELAITSAITAAN REI|CAITA

PEMBAITGUI|AII ITDUSTRI I(ABI'PATEI{/KOTA DI PROVIilSI LIIilPT'I{G

DENGAIT RAHMAT TUHAN YANG MAIIA F,SA

GUBERNT'R LAMPUNG,

Menimbang bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan
Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Rencana
Pembangunan Industri Provinsi Lampung Tahun 2016-
2035, Gubernur melaksanakan Pembinaan, Pengawasan,
Monitoring dan Evaluasi terhadap Penyusunan dan
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri
Kabupaten/Kota, perlu menetapkan Peraturan Gubemur
l,ampung tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembinaan,
Pengawasan, Monitoring dan Evaluasi Terhadap
Penyusunan dan Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Industri Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung;

Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan
Daerah Tingkat I la.mpung dengan mengubah Undang-
Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan
Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (kmbaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 8) menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1964 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 2688);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(lrembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2o11 Nomor
185, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4932) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 20ll tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (l,embaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol9 Nomor 183,
Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6398);
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3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang
Perindustrian (kmbaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan lrmbaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5492);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (trmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan l.embaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (l.embaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang
Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun
2015-2035 (Lrmbaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 46 Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5671);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik lndonesia Tahun 2015 Nomor 2036)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor
1s7);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 142 Tahun 2015 tentang
Kawasan Industri (kmbaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 365, Tambahan [rmbaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5806);

8. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 110/M-
IND/PER/12/2015 tentang Pedoman Penyusunan
Rencana Pembangunan Industri Provinsi dan Rencana
Pembangunan Industri Kabupaten / Kota;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2018
tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang
Rencana Pembangunan Industri Provinsi dan Rencana
Pembangunan Industri Kabupaten/ Kota (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 153);

10. Peraturan Daerah Provinsi l,ampung Nomor 1 Tahun
2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi
Lampung Tahun 2O|O-2O29 (Lembaran Daerah Provinsi
lampung Tahun 2010 Nomor 1) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung
Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2019 (Iembaran
Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019 Nomor 12);

11. Peraturan Daerah Provinsi La.mpung Nomor 13 Tahun
2016 tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi
Lampung Tahun 2016-2035 ([embaran Daerah Provinsi
Lampung Tahun 2016 Nomor 13);



Menetapkan

-3-

12. Peraturan Daerah Prorrinsi Lampung Nomor 4 Tahun
2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Provinsi L,ampung (kmbaran Daerah Provinsi
l,ampung Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan kmbaran
Daerah Provinsi Lampung Nomor 491);

MEItrUTUSKAIT:

PERATI'RAII GI'BERITTIR TEITTAITG TATA CARA
PELIIITSAI|AAI| PEMBIITAAI{, PENGAWASAIT, MOITII1ORIITG
DAN E\IALUASI TERIIADAP PEITN'SINTAN DAIT
PEI,AI(SAITAAN REI|CANA PEUBAITGIII{AI{ IITDUSTRI
TTABI PATEI{/KOTA Dr PROVITST LI|UPUI{G.

BAB I
IT TENTUAI{ I'}IUM

Paral I
Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Provinsi lampung.
2. Provinsi adalah Provinsi Lampung.

3. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Gubemur sebagai
unsur penyelengg€ra Pemerintah Daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi
kewenangan Pemerintah Provinsi.

4. Gubernur adalah Gubernur l,ampung.

5. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten / Kota di Provinsi
Lampung.

6. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung
yang selanjutnya disebut Dinas adalah perangkat daerah
pada Pemerintah Provinsi Lampung yang membidangi
urusan Perindustrian.

7. Pembinaan adalah suatu proses yans di lakukan untuk
merubah tingkah laku individu serta membentuk
kepribadiannya, sehingga apa yang di cita-citakan dapat
tercapai sesuai dengan yang diharapkan.

8. Evaluasi adalah suatu proses atau usaha dalam
menentukan nilai, secara khusus penilaian dari evaluasi
ini iuga memiliki arti sebagai suatu proses pemberian nilai
didasarkan pada data kuantitatif dari hasil pengukuran
dalam keperluan pengambilan keputusan suatu objek.

9. Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang
mengolah bahan baku dan/ atau memanfaatkan sumber
daya industri sehingga menghasilkan barang yang
mempunyai nitai tambah atau manfaat lebih tinggi,
termasuk jasa industri.

10. Industri Unggulan adalah suatu barang atau jasa yang
dimiliki dan dikuasai oleh Prorrinsi, yang mempunyai nilai
ekonomis dan daya saing tinggi serta menyerap tenaga
keda dalam jumlah besar, yang diproduksi berdasarkan
pertimbangan kelayakan teknis (bahan baku dan pasar),
talenta masyarakat dan kelembagaan penguasaan
teknologi, kemampuan sumber daya manusia, dukungan
infrastruktur, dan kondisi sosial budaya setempat yang
berkembang dilokasi tertentu.
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11. Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional, yang selanjutnya disingkat
RIPIN adalah pedoman bagi Pemerintah dan pelaku Industri dalam
perencanaan dan pembangunan Industri.

12. Kebijakan Industri Nasional, yang selanjutnya disingkat KIN adalah arah dan
tindalan untuk melaksanakan Rencana Induk Pembangunan Industri
Nasional.

13. Rencana Pembangunan Industri Provinsi yang selanjutnya disingkat RPIP
adalah dokumen perencanaan dan pembangunan Industri Provinsi Lampung
untuk 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak Tahun 2016 sampai dengan
Tahun 2035.

14. Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota yang selanjutnya disingkat
RPIK adalah dokumen perencanaan yang menjadi acuan dalam
pembangunan industri di Kabupaten/ Kota.

15. Program Pembangunan Industri Provinsi adalah instrumen kebijakan berisi
kegiatan yang bersifat lintas sektoral dan diperlukan dalam pembangunan
industri di Provinsi atau Kabupaten/ Kota.

Panl 2
Maksud ditetapkannya Peraturan Gubemur ini adalah sebagai pedoman bagi
Pemerintah Daerah Provinsi dalam melaksanaan Pembinaan, Pengawasan, dan
Evaluasi terhadap Penyusunan dan Pelaksanaan RPIK di Provinsi Lampung.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Gubernur ini adalah:
a. agzrr dalam melaksanakan Pembinaan dan Evaluasi terhadap Penyusunan

dan Pelaksanaan RPIK di Provinsi Lampung dapat berjalan dengan tertib,
efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan aluntabel;

b. menciptakan keselarasan antar programPembinaandan Evaluasi terhadap
Penyusunan dan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri di Provinsi
dan Kabupaten / Kota; dan

c. sebagai bahan acuan bagi Pemerintah Kabupaten / Kota dalam Penyusunan
dan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten / Kota di
Provinsi Lampung.

Pa:al 4

Ruang Lingkup Peraturan Gubenur ini meliputi:
a. rata cara dan mekanisme penyusunan RPIK;

b. tata cara dan mekanisme pembinaan dan evaluasi pelaksanaan RPIK;

c. pelaporan; dan
d. pendanaan.

BAB II
TATACARA DAIT UEKANISUE PENTUSUI{AIT RPTK

Pasal 5

Dalam penyusunan RPIK dilaksanakan melalui mekanisme atau tata cara
sebagai berikut:
a. penyusunan Rancangan awat RPI oleh Pemerintah Kabupaten / Kota

dengan memperhatikan;

b. rancangan awal RPIK disampaikan kepada Gubernur melalui Dinas untuk
mendapatkan rekomendasi teknis;
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c. Dinas bersama Tim melakukan kajian dan telaah atas dokumen RPIK;

d. Hasil kajian dan telaah dirumuskan sebagai bahan rapat pembahasan
dengan Pemerintah Kabupaten/Kota;

e. Hasil Rapat pembahasan dituangkan dalam Berita Acara hasil
pembahasan sebagai balran penerbitan rekomendasi teknis;

f. Pemerintah Kabupaten/Kota menyesuaikan dokumen RPIK dengan hasil
pembahasan;

E. dalam hal hasil pembahasan menyatalan bahwa dokumen Rpik telah
sesuai dengan ketentuan yang berlaku Berita Acara disertai dengan
penerbitan Rekomendasi Teknis;

h. berdasarkan rekomendasi teknis Pemerintah Kabupaten lKota melakukan
penyempurnaan sesuai Rekomendasi Teknis;

i. Dokumen RPIK yang telah dituangkan dalam Raperda RPIK setelah
mendapat persetujuan bersama Bupati/Walikota dan DPRD
Kabupaten/ Kota disampaikan kepada Gubernur untuk dilakukan evaluasi;
dan

j. mekanisme evaluasi Raperda RPIK Kabupaten / Kota dilakukan sesuai
peraturan perundang tentang pembentukan produk hukum daerah '

Pasal 6

(1) Rencana Pembangunan Industri Kabupaten / Kota tertuang dalam Peraturan
Daerah tentang RPIP/ RPIK paling sedikit memuat materi:
a. industri unggulan provinsi dan Kabupaten/ Kota;

b. jangka walrtu;
c. pelaksanaan:
d. pembinaan dan pengawasan;

e. pembiayaan; dan
f. lampiran.

(2) Periodisasi RPIK tertuang dalam Peraturan Daerah tentang Rencana
Pembangunan Industri Provinsi dan Rencana Pembangunan Industri
Kabupaten/Kota berlaku untuk jangka waktu 20 (dua puluh tahun)'

(3) L^ampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, memuat:
a. visi dan misi pembangunan daerah, serta tujuan dal sasaran

pembangunan industri daerah ;

b. strategi dan program pembangunan industri daerah provinsi dan daerah
kabupaten/kota; dan

c. peta kawasan peruntukan industri dan peta kawasan industri.

Pasal 7

Dalam pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri Provinsi, Dinas dan
perangkat daerah yang membidangi urusan perencanaan berkoordinasi dengan
Pemerintah Kabupaten / Kota dalam penyusunan RPIK-

BAB III
TATA CARA DAIT MEI(AITISME PEMBII{AAN, PEITGAWASAIT DAN EIIALUASI

PELIIKSAITAAIT RPIX

Pasal 8

(1) Gubernur berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan serta
monitoring RPIK.
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(2) Gubernur melakukan pembinaan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dapat membentuk Tim yang berkoordinasi oleh Dinas.

(3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari unsur perangkat
daerah yang membidangi perencanaan, pengawasan, hukum, penelitian dan
pembangunan dan keuangan serta pelaku industri dan pemangku
kepentingan lainnya yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

(4) Tugas Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) antara lain:

a. melakukan pembinaan RPIK;

b. melakukan rapat koordinasi;

c. mengidentifikasi program dan prioritas kegiatan sektor industri yang
tidak selaras dengan RPIP; dan

d. mengevaluasi dokumen RPIK agar selaras dengan RPIP, meliputi
pertumbuhan industri penyerapan tenaga keq'a sektor industri, dan
investasi sektor industri.

Pascl 9

(1) Pembinaan dan evaluasi terhadap RPIK dilakukan oleh Tim sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 8 dilakukan berdasarkan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.

(2) Hasil evaluasi yang dilakukan oleh Tim terdapat ketidakselarasan pada
RPIK Tim menuangkan hasil pembahasan dalam Berita Acara.

(3) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi landasan
pemberian rekomendasi RPIK.

(4) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayar (3) menajdi dasar untuk
menerbitkal Keputusan Gubernur tentang Hasil Evaluasi RPIK.

Pasal 1O

(1) Dalam hal terjadi ketidakselarasan dengan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, Gubernur melalui Dinas yang membidangi urusan
Perindustrian melakukan peninjauan dan evaluasi dokumen RPIK.

(21 Hasil evaluasi menjadi bahan bagi Gubernur untuk mengajukan peninjauan
atas Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Industri
Kabupaten/Kota.

(3) Pelaksanaan evaluasi terhadap RPIK dilakukan untuk jangka waktu 5 (lima)
tahun sekali.

BAB W
PELAPORAIT

Paral 1 1

(1) Gubernur melalui Dinas menyampaikan Laporan hasil Pembinaan dan
evaluasi terhadap RPIK dan Pelaksanaan RPIP paling sedikit 2 (dua) kali
dalam setahun pada setiap semester dan pada LPPD kepada Menteri Dalam
Negeri dengan tembusan Menteri Perindustrian.

(2) Bupati/Walikota melalui Perangkat Daerah yang membidangi urus€m
Perencanaan Industri menyampaikan Laporan pelaksanaan RPIK paling
sedikit 2 (dua) kali dalam setahun pada setiap semester dan pada LPPD
kepada Gubernur melalui Dinas.
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